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TEN?ANG

PENUN}UKAN PE]ABAT PENCADAAN BARANGI]ASA PADA

}IT.JAS PERINDUSTRIAN, PERDAfiANGAN, KOPERASI, TJSAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ZA19

KEPALA D INAS FE RINDUSTRiAN, PERDAGANGAN, KO PERASI,

USAHA KECIL NAN MENENGAH PROVINSi KALIMANTAN UTARA

Menimbang , <L. bahwa daiam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

IDPAJ Tahun 201"9, dan untuk kelancaran dalam pengadaan

barang/jasa daerah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

baik dari segi fisifu keuangan maupun manfaatnya dalam Pela_vanan

kepada masSrarakaf maka dipandang perlu menunjuk Pejabat

Pengadaan Bar'angfJasa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

K*perasi rtan UKt+l Pravinsi Kaiimantar-r Utar-a Tahun Anggaran

?n1 q,

bahr,va nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan

ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan

tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2019;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b diatas, periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Perindustr-ian, Perdagangan, Kcperasi dan UK&t Pr*vinsi

Kalimantan Utara Tahun 201q.

Undang-Undang Nr:m*r 1? Tahun 2*S3 tentang Keuangan Negara

{Lentbaran Negara Repui:iik Inrlonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tamtrahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang F,lomor 15 Tahun 2*0,1 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan clan Tanggung jawab Keuangan Negara [Lembaran
Negara Republik indc;nesia Tahun 2*fr4 Namor 66, Tamlralian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00J;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2A1Z tentang Pembentukan

Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2012 Nomar 229, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik

Indont"'sia N omor 5362J ;

M*ngingat : 1.



4. undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah [Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2015 N6mor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

undang-undang Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor zz3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

a57B);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan

Barang Milik NegaralDaerah {Lc'mbaran Negara Repuhlik indernesia

Talrun ZA14 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5533J;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan fl,embaran Daerah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 201.6 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);

1"0, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019;

11". Peraturan eubernur Kalimantan Utara Nomor Zl Tahun 2016

tentang 0rganisa.si dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaiimantan

Utara;

12, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Belanja

Bantuan Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

13, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

[DPA-SKPDJ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

7.

9.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Neimor 188.441K.81201,9

tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara

Tahun Anggaran 2019;

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor; 188.441K. /?Affi
tangggal November 2018 tentang Penetapan Standar Satuan

Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/]asa Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2A19,

MEMUTUSKAN:

PENUNJUKAN PE}ABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANCAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN T}ffi

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan

Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

Pejabat Pengadaan Barang/jasa sebagaimana pada Diktum KESATU

mempunyai Tugas untuk:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

Z. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp 1 00.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

4. melaksanakan E-purclzasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. membuat Iaporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejal:at PengarJaan Barang/Jasa wajib
berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil

tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 201g,

Segala biaya yang tin:bul akibat clitetapkannya Kepurusan ini
dibebankan pacia Anggaran Pendapatan clan Belanja ilaerah tAFB*]
Dinas Perindustrian, Perelagangan, Koperasi cian tiHM Pr-oyinsi

Kalimantan Utara Tahun Angg;iran ZOL9,



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di :

Padatanggal :

PE

NIP, 1

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalirnantan Utara
3, lnspektur lnspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala tsiro Hukum Sekretariat Frovinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bendahara Pengeluaran Disperindagkop dan UKM Proyinsi Kaiimantan Utara.
7. Masing-masingyang bersangkutan,

Tanjung Selor

Januari ZAtg

tY lc
1 014



LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
188.41 ISK/DpPK-UKM
03 JANUART 2019
PENUNIUKAN PEIABAT PENGADAAN BARANG/IASA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

No Nama / Nip Iabatan Keterangan

1 Hidayat Dharmawan, SE

Nip. 1981 10052001 12rcA2

Kepala Seksi Ekspor Impor Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa

0o lrnfy .fudrr,,a

Ntsra \rutta r sr-

KEPALA DINAS,

I/A -/-/'L/
Drs.'HARTON0, ivl,Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP,19610507 198503 1 014


